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ABSTRAK 

 
Pada Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ini 

berlatar belakang masalah bahwa banyaknya Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan  

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan tindakan indisipliner. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab 

ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Saydam yang menjeleskan 

faktor-faktor penyebab kedisiplinan seorang pegawai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Teknik penentuan 

informan yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pemilihan informan 

berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode observasi, studi dokumentasi, dan wawancara 

mendalam. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa ada tiga faktor 

penyebab ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah pemberian kompensasi yang tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, belum adanya sanksi yang tegas kepada Aparatur 

Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan yang 

melakukan tindakan indisipliner, dan belum adanya pemberian penghargaan kepada 

Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan yang 

berdisiplin. Diharapkan dalam meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara perlunya 

diperhatian faktor-faktor penyebab kedisiplinan seorang pegawai, supaya kedisiplinan 

dapat diciptakan.  

 

Kata Kunci : Faktor-faktor Penyebab, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, 

Ketidakdisiplinan, Aparatur Sipil Negara. 
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ABSTRACT 

 

 
In Research Factors Causing Indiscipline of Civil Servants The Regional Office of 

the National Land Agency of South Sumatra Province in 2017 has a background in the 

problem that the number of Civil Servants in the Regional Office of the National Land 

Agency of South Sumatra Province conducts disciplinary actions. The purpose of this study 

was to determine the factors that caused the indiscipline of Civil Servants in the Regional 

Office of the National Land Agency of South Sumatra Province. This study uses the 

Saydam theory which defines the factors that cause discipline of an employee. This 

research was carried out in the Regional Office of the National Land Agency of South 

Sumatra Province. The informant determination technique used was purposive sampling, 

which was the selection of informants based on the stated research objectives. Data 

collection techniques in this study used observation methods, documentation studies, and 

in-depth interviews. After the data was collected then analyzed using qualitative 

descriptive analysis. After doing the research, it was found that the factors causing the 

indiscipline of the Civil Servants Regional Office of the National Land Agency of South 

Sumatra Province were the factors of lack of compensation, lack of leadership courage, 

and positive habits that had not been implemented. It is expected that in increasing 

discipline of Sipi Public Servants the need for attention to the factors that cause discipline 

of an employee, so that discipline can be created. 

 

Key Words: Cause Factors, Regional Office of the National Land Agency, Indiscipline, 

Civil Servants 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian 

yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah 

aset penting dalam mencapai kemajuan suatu bangsa sehingga diperlukan sumber daya 

yang berkualitas dengan memberikan berbagai keahlian, keterampilan dan kesempatan. 

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung program kerja yang ditetapkan 

oleh suatu organisasi dan menghasilkan kinerja yang baik. Sumber daya manusia 

merupakan penggerak utama jalannya kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan.  

 Maju mundurnya suatu instansi ditentukan oleh keberadaan sumber daya 

manusianya. Sumber daya manusia atau karyawan dalam sebuah instansi menjadi 

perhatian yang sangat penting dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi. 

Mewujudkan tujuan nasional memerlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang penuh 

ketaatan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab berlandaskan 

Pancasila dan UUD 1945, serta bermental baik dan berakhlak mulia untuk melaksanakan 

dan menyelenggarakan peraturan-peratuaran yang dibuat oleh pemerintah. 

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan seseorang pegawai untuk 

mematuhi dan mentaati peraturan baik yang ditetapkan pemerintah maupun dibuat oleh 

kedinasan dan bila dilanggar maka mendapat hukuman. Kedisiplinan harus ditegakkan 

dalam suatu organisasi pemerintahan, tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik maka 

sulit bagi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan tujuannya. Kedisiplinan adalah 

kunci keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Organisasi 
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yang baik tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang handal saja, tetapi disiplin 

kerja juga harus mendapatkan perhatian yang serius.  

Kedisiplinan pegawai dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tindakan terhadap pelanggaran disiplin harus berjalan sesuai dengan tingkat pelanggaran 

yang dilakukan pegawai tersebut. Aktivitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi 

adalah suatu hal yang sangat diutamakan oleh setiap organisasi dan faktor disiplin kerja 

yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerjasama antara sesama pegawai untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 Disiplin kerja pegawai yang rendah membuat organisasi sulit untuk mencapai hasil 

yang baik. Kegiatan kerja yang baik juga diperlukan pembinaan supaya dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak terjadi banyak kesalahan dan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan.  

Upaya memelihara kewibawaan Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan 

Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa diperlukan aparatur yang berdedikasi 

dan berdisiplin yang tinggi. Tujuannya adalah untuk membangun citra dan kepercayaan 

masyarakat terhadap aparatur negara yang fungsinya sebagai abdi negara dan pelayan 

masyarakat, maka diperlukan adanya perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-

pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau 

adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.  

Masalah disiplin pegawai sangat penting, terutama dalam upaya percepatan dan 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara sebagai motor 

penggerak pembangunan sudah selayaknya mempelopori masalah disiplin. Mengingat 

tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab aparatur pemerintah yang sangat berat dan rumit 
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maka aparatur pemerintah harus meningkatkan kemampuan dan kinerja yang tinggi dalam 

pelaksanaan tugas. 

Kesadaran setiap individu untuk melaksanakan setiap peraturan dan norma-norma 

yang berlaku dalam organisasi merupakan gambaran terhadap pelaksanaan disiplin. Jadi, 

tanpa adanya kesadaran maka sulit untuk melaksanakan disiplin dalam bekerja. Peraturan 

dan norma-norma yang telah ditetapkan terhadap pegawai merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan.  

 Sikap disiplin juga harus ditunjukkan oleh pimpinan sehingga pada akhirnya 

kedisiplinan menjadi budaya organisasi secara keseluruhan. Seorang pemimpin diharapkan 

mampu memberikan pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan 

tugas-tugas pegawai.  Penegakkan kedisiplinan dilakukan dengan harapan para pegawai 

bisa disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meningkatkan kualitas kinerja 

Aparatur Sipil Negara untuk menunjang tercapainya kinerja yang baik. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II 

Pasal 3 mengatakan bahwa:                       

“Setiap PNS wajib mengucapkan sumpah PNS; mengucapkan sumpah jabatan; 

menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas 

kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, 

dan tanggung jawab; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 

sendiri, seseorang, dan/atau golongan; menjunjung tinggi kehormatan negara; 

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus 

dirahasiakan; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai 

sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang-

barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan 

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”. 

  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Bab II Pasal 4 mengatakan bahwa:                                          
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“Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalahgunakan wewenang; menjadi 

perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi; tanpa izin pemerintah menjadi 

pegawai atau berkerja untuk Negara lain; berkerja pada perusahaan asing; memiliki, 

menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang 

baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 

tidak sah; merugikan Negara; melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, 

bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan Negara; memberi atau menyanggupi akan memberi 

sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih 

apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa 

saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;  

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau 

tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu 

pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan  

menghalangi berjalannya tugas kedinasan”.  

Kedisiplinan pegawai menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh 

setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta. Kedisiplinan pegawai yang tinggi akan 

mampu mencapai tujuan suatu organisasi. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh sebagian besar 

pegawainya. Kenyataannya bahwa di dalam suatu instansi pemerintah sebagian besar 

pegawainya masih ada yang tidak mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Perilaku 

tidak disiplin dari seorang pegawai bisa dilihat dari perilakunya yang suka melanggar 

kewajiban dan larangan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.  

Fenomena ketidakdisiplinan seorang pegawai sangat sering ditemukan diberbagai 

instansi pemerintahan terutama di pemerintah daerah. Setiap organisasi baik pemerintah 

maupun swasta pasti menginginkan pegawai yang memiliki kedisiplinan dan kinerja yang 

baik untuk mencapai tujuan organisasi. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional di Provinsi 

Sumatera Selatan, sehingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera 

Selatan sudah harusnya memiliki karyawan dengan kinerja yang baik demi mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 



 5 

 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki 95 

Aparatur Sipil Negara yang tersebar dienam bidang, yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang 

Infrastruktur Pertanahan, Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, Bidang Penataan 

Pertanahan, Bidang Pengadaan Tanah, dan Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian 

Pertanahan, untuk lebih jelas bisa dilihat di tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 

No Sub bagian/Seksi Jumlah  Pegawai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bagian Tata Usaha 

Bidang Infrastruktur Pertanahan 

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan  

Bidang Penataan Pertanahan 

Bidang Pengadaan Tanah 

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

33 

14 

11 

23 

8 

6 

Jumlah 95 

Sumber: Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi      

Sumatera Selatan, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1.1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki 95 Aparatur Sipil Negara yang tersebar dienam bidang. 

Menurut Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian mengatakan : “Pembagian 

Aparatur Sipil Negara kesetiap bidang sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

setiap Aparatur Sipil Negara”.    

 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

enam bidang dengan jumlah pegawai yang bervariasi. Bagian Tata Usaha memiliki 

pegawai yang paling banyak yaitu 33 Aparatur Sipil Negara. Banyaknya Aparatur Sipil 

Negara yang ditempatkan di Bidang Tata Usaha dikarenakan tugas dan fungsi dari Bagian 

Tata Usaha lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya yang ada di Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 
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Tabel 1.2 Rekapitulasi Absensi Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pada Bulan                        

Januari-November 2017 

 

Bulan 
Jumlah 

Hari Efektif 

Jumlah 

Pegawai 

Absensi 

S I A 

Januari 20 95 3 5 66 

Februari 20 95 7 4 66 

Maret 21 95 9 9 83 

April 21 95 10  7 61 

Mei 20 95 13 11 74 

Juni 22 95 8 13 68 

Juli 16 95 2 17 43 

Agustus 22 95 9 9 64 

September 21 95 17 11 101 

Oktober 21 95 16 9 103 

November 22 95 7 8 93 

Jumlah 226 1.045 101 103 822 

Sumber :  Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan, Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kasus indisipliner di Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.026 kali 

dengan 822 kali kasus indisipliner dalam kategori alpa, jika dibandingan jumlah Aparatur 

Sipil Negara dengan kasus alpa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu 1.045 : 822 kasus alpa, berarti 79 persen Aparatur Sipil 

Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan terlibat 

dalam kasus indisipliner dengan kategori alpa. Artinya dalam satu tahun setiap Aparatur 

Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan perna 

terlibat dalam kasus indisipliner lebih dari empat kali.  

 Tingginya angka indisipliner di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara akan 
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kedisiplinan dalam berkerja dan kurangnya pegawasan serta sanksi yang di terapkan oleh 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap Aparatur 

Sipil Negara yang melanggar peraturan kedisiplinan.  

Tabel 1.3 Data Aparatur Sipil Negara yang Tidak Mengikuti Apel Setiap Senin Pagi 

Periode Bulan  Januari - November 2017 

 

Bulan 
Jumlah 

Pegawai 

Jumlah Pegawai 

Tidak 

Mengikuti      

Apel 1-2 Kali 

Tidak 

Mengikuti 

Apel  3 kali 

Tidak 

Mengikuti 

Apel > 4 

Kali 

Januari 95 45 16 38 

Februari 95 37 10 45 

Maret 95 41 15 45 

April 95 32 10 35 

Mei 95 25 15 30 

Juni 95 41 13 43 

Juli 95 20 17 40 

Agustus 95 17 10 45 

September 95 25 19 43 

Oktober 95 34 9 41 

November 95 13 14 45 

Jumlah 1.045 329 148 450 
Sumber :Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan, Tahun 2017 

 

  Berdasarkan tabel 1.3  jumlah Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti jadwal 

apel setiap senin pagi tahun 2017 sebanyak 927 kali dengan jumlah Aparatur Sipil Negara 

1.045, berarti ada 88 persen Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti jadwal apel setiap 

senin pagi. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti jadwal apel setiap senin 

pagi lebih dari empat kali sebanyak 450 kali. Artinya dalam satu tahun ada Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang tidak perna mengikuti jadwal apel setiap senin pagi.  
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Tabel 1.4 Data Aparatur Sipil Negara yang Datang Terlambat Periode Bulan                 

Januari - November 2017 

Sumber : Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan, Tahun 2017 

Berdasarakan tabel 1.4 pada tahun 2017 terdapat sebanyak 522 kasus Aparatur Sipil 

Negara yang tidak mentaati peraturan jam kerja dengan datang terlambat dari ketentuan 

jam kerja, berarti ada 50 persen pegawai yang tidak taat peraturan dengan datang terlambat 

dari ketentuan jam kerja.  

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

aturan akan kehadiran, dimana setiap Aparatur Sipil Negara harus masuk kerja pukul 08.00 

WIB dengan mulai scan finger print pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB. 

Pada hari jumat Aparatur Sipil Negara masuk pukul 07.30 WIB dengan mulai scan finger 

print pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan setiap Aparatur Sipil Negara  

harus pulang sesuai dengan aturan kerja yang telah di tetapkan oleh Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu pulang pukul 16.30 WIB dengan 

mulai scan finger print pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Setiap 

Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi berupa 

pemotongan tunjangan.  

Bulan Jumlah Pegawai 

Jumlah Pegawai 

Terlambat 

2-3 Kali 

Terlambat 

4 Kali 

Terlambat 

> 4 kali 

Januari 95 17 9 36 

Februari 95 22 7 32 

Maret 95 20 3 21 

April 95 14 5 31 

Mei 95 19 4 22 

Juni 95 10 4 35 

Juli 95 18 5 23 

Agustus 95 11 4 27 

September 95 13 4 26 

Oktober 95 11 7 21 

November 95 16 5 20 

Jumlah 1.045 171 57 294 
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Sanksi yang di terapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan jam kerja, 

seolah tidak berfungsi dengan baik. Pada tahun 2017 tingkat indisipliner dengan kategori 

datang terlambat terjadi sebanyak 522 kali kasus indisipliner dengan 294 Aparatur Sipil 

Negara yang datang terlambat lebih dari empat kali. Artinya dalam satu tahun setiap 

Aparatur Sipil Negara perna datang terlambat dari ketentuan jam kerja.  

Tabel 1.5 Data Laporan Kondisi Inventaris Barang Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan  Tahun 2015 - 2017  

No Tahun  Kondisi barang 

Baik  Rusak Ringan Rusak Berat 

1 2015 453 289 301 

2 2016 340 270 433 

3 2017 127 629 560 

Jumlah 1.306 2.488 323 

Sumber :  Sub Bagian Umum dan  Informasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera 

Selatan, Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel 1.5 jumlah inventaris barang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebanyak 4.117 dengan jumlah 

kondisi barang inventaris yang baik berjumlah 1.306, berarti ada 2.811 barang inventaris 

yang rusak. Artinya hanya 32 persen barang inventaris Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik dan 68 persen barang inventaris 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi 

rusak. 

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Kanwil BPN Sumsel mengatakan: 

“Jumlah inventaris barang yang rusak terjadi karena kondisi barang yang sudah tua dan 

tidak bisa di perbaiki lagi dan kurangnya pemeliharaan dan perawatan dari sub bagian 

umum sendiri, serta kurangnya kesadaran setiap individu Aparatur Sipil Negara untuk 

menjaga dan memelihara barang-barang milik kantor”. 
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Gambar 1.1 Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan Main Gaple Saat Jam Kerja Berlangsung 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti Tanggal 06 Desember 2017 

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan benar adanya pegawai yang main gaple saat 

jam kerja berlangsung. Gambar 1.1 di ambil pada hari Rabu, 06 Desember 2017 pukul 

09:00 WIB. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerapkan peraturan yaitu 

dimana setiap Aparatur Sipil Negara harus berkerja selama 8,5 jam/ hari dengan waktu 

kerja efektif selama 7,5 jam/hari, dimulai dari masuk kerja pukul 08:00 WIB sampai 

dengan pukul 16:00 WIB dan istirahat dimulai dari pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 

13:00 WIB. Artinya pada hari Rabu, 06 Desember 2017 pukul 09:00 WIB terdapat 

Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang melakukan 

tindakan indisipliner dengan main gaple saat jam kerja berlangsung.  

Berdasarkan kesenjangan antara das sollen dan das sain, maka latar belakang 

diadakannya penelitian ini, yaitu masih tingginya kasus indisipliner di Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional yang mencapai 79 persen, 88 persen Aparatur Sipil Negara 

Kanwil BPN Sumsel tidak mengikuti jadwal apel pagi, terdapat 522 kali kasus Aparatur 

Sipil Negara datang terlambat pada tahun 2017 dan adanya pegawai yang main gaple saat 
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jam kerja berlangsung, sehingga menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara yang diharapkan 

nantinya akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab 

ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang maka dirumuskanlah rumusan masalah, yaitu 

faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ?. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan Aparatur 

Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya 

tentang faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara, serta dapat 

berguna bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan pengambilan kebijakan. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

informasi bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya Konsentrasi Manajemen Sektor 

Publik, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan 

Aparatur Sipil Negara dan dapat berguna sebagai bahan untuk membentuk konsep baru. 
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